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Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT dan terimah kasih 

 Saya persembahkan karya saya ini kepada 

Bapak dan Ibu saya tercinta yang tidak henti-hentinya berdo’a 

Dan memberikan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini 

Serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dalam 
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Almamater saya 

 

 

 

 

 



 

MOTTO 

 

Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan 

Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

(Qs. Al Mujaadalah 11) 

 

Barang siapa yang ingin menguasai dunia maka dengan ilmu 

Barang siapa yang ingin menguasai aherat maka dengan ilmu 

Dan barang siapa yang ingin menguasai keduanya (dunia dan aherat) 

maka dengan ilmu  

(Hadis)  

 

Janganlah kamu tunda untuk hari esok apa yang bisa  

dilakukan untuk hari ini 

(Endri) 
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ABSTRAK 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara 
di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peranan 
Kejaksaan dalam penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat 
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 1b Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penanganan 
dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak 
hanya bisa dilakukan melalui proses pidana saja, tapi juga bisa dilakukan dengan 
gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 
32, Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  

Sedangkan tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) 
dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. Proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah 
melakukan pendataan harta benda yang diduga dari korupsi, penyitaan dan 
penuntutan di pengadilan serta pelelangan harta benda milik terpidana dan atau ahli 
warisnya. Adapun proses pengembalian kerugian negara dari terpidana dilakukan 
setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan cara 
memanggil pihak terpidana dan atau ahli warisnya untuk membicarakan pembayaran 
uang pengganti akibat korupsi yang dilakukan terpidana, dan setelah uang pengganti 
tersebut dibayarkan oleh terpidana kepada Kejaksaan, maka uang tersebut disetorkan 
ke kas negara oleh Kejaksaan. 

 Adapun kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penanganan dan 
pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu harta benda yang dikorupsi tidak 
ditemukan, terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti, dan harta benda 
yang dikorupsi tersebut sudah di atas namakan kepada orang lain sehingga sehingga 
Kejaksaan mengalami kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara 
tersebut. Sehingga kedepan disarankan Kejaksaan untuk membuat prosedur yang 
baku dalam proses pembayaran uang pengganti dari terpidana dan hendaknya kepada 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi lagi undang-undang yang ada, 
serta membuat undang-undang tentang pengembalian keuangan negara dengan 
harapan agar tidak terjadi lagi tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana. 
 
Kata Kunci: Peranan kejaksaan, korupsi, tatacara dan kendala dalam 

pengembalian uang pengganti akibat tindak pidana korupsi. 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 
  The Prosecutor is a government institution implementing the state power in 
the field of prosecution and other authorities under the act. Role of the Prosecutor in 
the handling and return of state financial losses resulting from criminal acts of 
corruption as stipulated in Article 18 1b of Law Number 31 Year 1999 on Eradication 
of Corruption. Handling process and the return of state financial losses resulting from 
criminal acts of corruption can not only be done through the criminal process, but 
also can be done with a civil lawsuit as referred to in Article 18 paragraph (2) and 
paragraph (3), Article 32, Article 33 of Law Number 31 Year 1999 onEradication of 
Corruption.  

While the prosecutor's duties and powers provided for in Article 30 paragraph 
(1), subsection (2) and paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 regarding the 
Prosecutor of the Republic of Indonesia. The process of handling criminal cases of 
corruption by the Prosecutor is doing the data collection of property suspected of 
corruption, confiscation and prosecution in court and sentenced to auction belongings 
and / or his heirs. The process of return loss to the state of the convict after a court 
decision that has legal power to convict and how to call the party or his heirs to 
discuss the payment of compensation due to the corruption of the convict, and after 
compensation was paid by the convict to the Prosecutor, then the money remitted to 
the state treasury by the Prosecutor.  

The constraints faced by the Prosecutor in the handling and return losses to 
the state, namely the property that was corrupted is not found, the convict can not 
afford to pay compensation, and property that has been corrupted over the call to 
others so that the Prosecutor experiencing difficulties in repayment financial losses 
that country. So that the next Prosecutor advised to create a standard procedure in the 
process of replacement of the payment of money and should be sentenced to the 
Government and House of Representatives again revise existing laws and enact laws 
regarding state financial returns with the hope it will happen again in arrears 
payments replacement by a convict.  

 
Keywords: Role of prosecutor, corruption, procedures and barriers in replacement 
refund resulting from criminal acts of corruption. 
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